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SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

: a. bahwa satuan pendidikan dasar sebagai unit organisasi yang
memberikan pelayanan Pendidikan di masyarakat
membutuhkan susunan organisasi dan tata kerja yang efektif
dan efisien;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang
pendidikan dasar, perlu pedoman organisasi dan tata kerja
satuan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan
Tata Kerja Pada Satuan Pendidikan Dasar;

: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 51095)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah



Menetapkan

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5157);

.Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 206);

. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2019 Nomor 11);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pemerintahan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2019 Nomor 62);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2020 tentang Unit
Kerja Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN,
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PADA SATUAN
PENDIDIKAN DASAR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:



10.

Daerah adalah Kabupaten Natuna.

Pemerintah  Daerah adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Natuna.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pendidikan adalah wusaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal,
dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal yang diselenggarakan pada Satuan
Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan mandrasah
ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi
satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan
yang berbentuk sekolah pertama dan madrasah tsanawiyah
(Mts) atau bentuk lain yang sederajat.

Kepala adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang mempunyai
tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan
supervise kepada guru dan tenaga kependidikan

Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai yang
bertanggung jawab untuk pelaksanaan administrasi pada
satuan pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan

tertentu.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan
orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh
masyarakat yang peduli pendidikan.

Sekolah adalah Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah
Pertama.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah
satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan
dasar.

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP,
adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan
dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar
yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
Pelaksanaan Pendidikan adalah pelaksanaan urusan
perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, supervisi,
pembelajaran, pembimbingan, dan konseling.

Pelaksanaan Administrasi adalah pelaksanaan urusan
persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan,
sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan

kepustakaan, layanan keamanan, dan kebersihan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 3

(1) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar berada di bawah

kewenangan dan bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan.

(2) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi SD dan SMP.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4



(1)

(2)

(1)

(2)

SD mempunyai tugas mengelola Pendidikan umum melalui 6 (enam)
tingkatan kelas yang terdiri atas:

a. kelas 1 (satu);

b. kelas 2 (dua);

c. kelas 3 (tiga);

d. kelas 4 (empat);

e. kelas 5 (lima); dan

f. kelas 6 (enam).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
SD menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan Pendidikan,;

b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua didik,

Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;

c. pelaksanaan Administrasi;

d. penyusunan rencana kerja SD;
e. pelaksanaan pembelajaran SD;
f. evaluasi pembelajaran; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang

Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 5
SMP mempunyai tugas mengelola Pendidikan umum melalui 3 (tiga)
tingkatan kelas yang terdiri atas:
a. kelas 7 (tujuh);
b. kelas 8 (delapan); dan
c. kelas 9 (sembilan).
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
SMP menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan Pendidikan;
b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua didik,

Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;

c. pelaksanaan Administrasi;

d. penyusunan rencana kerja SMP;
e. pelaksanaan pembelajaran SMP;
f. evaluasi pembelajaran; dan



g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang

Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 6
(1) Susunan organisasi SD terdiri atas:
a. Kepala;
b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. guru; dan

b. pustakawan.

Pasal 7
(1) Susunan organisasi SMP terdiri atas:
a. Kepala;
b. wakil Kepala;
c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
d. Kelompok Jabatan Pelaksana.

(2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
banyak 3 (tiga) orang.

(3) Wakil Kepala melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan,
hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi
Satuan Pendidikan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas:

a. guru; dan

b. pustakawan.

Pasal 8
Bentuk struktur organisasi SD dan SMP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9
Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai
dengan Pasal 8 dapat dikecualikan terhadap Satuan Pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan Satuan Pendidikan
kerja sama.
BAB V
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 12 Januari 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 7



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA PADA SATUAN
PENDIDIKAN DASAR

STRUKTUR ORGANISASI SD DAN SMP

A. Struktur Organisasi SD

KEPALA
KELOMPOK
JABATAN
PELAKSANA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

GURU PUSTAKAWAN




B. Struktur Organisasi SMP

KEPALA

WAKIL KEPALA

KELOMPOK
JABATAN
PELAKSANA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
GURU PUSTAKAWAN

BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL



